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MOTTO 
 
 ىَوْقَّ تلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اْو ُنَواَع َتَو َللها َّنِإ َللها اوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثٍلإْا ىَلَع اْو ُنَواَع َت َلاَو
 ِااَقِعْلا ُد ِْد َ 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
(Q.S.al-Maidah 2). 
 
 نَأ ِساَّنلا َنْي َب مُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ ٰىَلِإ ِتَاناَمَْلْا اوُّدَؤ ُت نَأ ْمُُكرُمَْأ  َهَّللا َّنِإ
 ِلْدَعْلِاب اوُمُكْحَت ۚ  ِِهب مُكُظَِع  اَّمِِعن َهَّللا َّنِإ ۗ  َّنِإ اًعيِمَس َناَك َهَّللا
﴿اًريِصَب٥٨﴾  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’: 58) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
x 
 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
xi 
 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
xii 
 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
xiii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
xiv 
 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Nisa Ardiyana Putri, NIM: 142.111.169: “Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas 
Syariah  (DPS) Di BPRS Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN 
MUI Nomor 3 Tahun 2000” 
 Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang ada di Lembaga Keuangan 
Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan 
Syariah tersebut. Peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank 
syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu DPS dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 
DSN MUI. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi DPS di BPRS 
Dana Amanah Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000.  
 Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data 
dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang 
benar dan akurat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui 
wawancara,  dokumentasi dan observasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
dan menggunakan keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000  sebagai alat analisis.  
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Keputusan DSN MUI Nomor  Tahun 
2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah 
Pada Lembaga Keuangan Syariah, yang menyebutkan tugas DPS yaitu mengawasi 
kegiatan usaha lembaga keuangan syariah  agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip 
syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi DPS yaitu sebagai 
penasehat dan sebagai mediator.  
 
Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, BPRS Dana Amanah, Keputusan DSN MUI 
Nomor 3 Tahun 2000. 
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ABSTRACT 
 
 
Nisa Ardiyana Putri, NIM: 142.111.169: “Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas 
Syariah  (DPS) Di BPRS Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN 
MUI Nomor 3 Tahun 2000” 
The Sharia Supervisory Board is an entity in the Sharia Financial Institution 
and is tasked with overseeing the implementation of the DSN decision in the Sharia 
Financial Institution. The role of DPS is crucial in overseeing the operations of 
Islamic banks in order to continue to comply with sharia principles. Therefore DPS in 
carrying out its duties and functions must be based on the provisions set by the MUI 
DSN. This study explains how the duties and functions of DPS in BPRS Dana 
Amanah in the DSN MUI Number 3 Year 2000. 
This type of research is field research, which is searching for data by 
conducting research directly into the field to obtain correct and accurate data. Data 
collection methods in this study are through interviews, documentation and 
observation. This research includes qualitative research and uses DSN MUI Number 
3 Year 2000 as an analytical tool. 
The results of this study are in accordance with the Decree of DSN MUI 
Number 2000 concerning Guidelines for Implementing the Determination of 
Members of the Sharia Supervisory Board in Sharia Financial Institutions, which 
mention the DPS task of supervising the business activities of sharia financial 
institutions in accordance with the shari'ah principles and principles that have been 
stated by the DSN . While the DPS function is as an advisor and as a mediator. 
 
Keywords: Sharia Supervisory Board, BPRS Dana Amanah, DSN MUI Number 3 
Year 2000. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Minat Islam dan kecenderungan masyarakat terhadap wacana ekonomi 
cukup beragam, bahkan dapat dikatakan jika animo masyarakat terhadap jasa 
ekonomi islam semakin hari semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
menjamurnya lembaga keuangan-bank maupun nonbank-berbasis syariah dan 
antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa dari lembaga-lembaga tersebut. 
Meskipun ekonomi islam membahas berbagai aspek ekonomi, perbankan syariah 
(Islamic Banking) saat ini dianggap sebagai karakteristik penentu sistem ekonomi 
islam.
1
 
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 
uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 
2007). Kompilasi Perundang-Undangan syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu 
Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Letak perbedaan dari BUS dan BPRS yakni dalam hal pemberian jasa. Bank 
umum syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak. Dalam 
                                                          
1
 Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 
hlm. 4.  
2 
 
 
perkembangannya di Indonesia, juga mengenal istilah UUS (Unit Usaha 
Syariah). UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang 
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah.
2
 
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah institusi dibawah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dibentuk pada awal tahun 1999. 
Lembaga ini bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah 
menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum islam (syariah) 
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, 
serta mengawasi implementasinya.
3
 Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan 
Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank 
syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut 
berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip 
syariah, diantaranya adalah transaksi Foreign Exchange Syariah dan 
Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul 
Maal Wa Tamwil (BMT). 
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Salah satu ciri bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah 
dalam praktek perbankan syariah. Pihak yang melakukan pemeriksaan dan 
mengawasi jalannya praktek syariah disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
DPS melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang kemudian memberikan 
laporan pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan, utamanya Bank 
Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN).
4
 
Selain itu DPS juga bertugas untuk mengkomunikasikan usul dan saran 
mengenai pengembangan produk dan jasa bank syariah kepada DSN. DPS 
bertanggungjawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat 
sesuai dengan prinsip syariah, termasuk juga dalam bidang investasi atau proyek 
yang ditangani oleh bank syariah, dan tentunya bank syariah harus 
mengkondisikan sesuai dengan prinsip syariah. 
5
 
Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat 
dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang 
selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan 
perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi 
ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, 
spekulasi dan lain-lain.
6
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Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. 
Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang 
dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus 
meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, 
akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, harus ada batasan waktu 
bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah 
demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat.
7
 
Indonesia masih kekurangan sumberdaya manusia yang mempunyai 
keilmuan secara komprehensif, keilmuan kesyariahan dan keilmuan 
keekonomian terutama perbankan, sehingga menunjang kualitas anggota DPS. 
Hal ini merupakan dampak panjang dikotomistik kailmuan berbasis agama 
dengan keilmuan berbasis umum. Masyarakat muslim Indonesia yang telah 
mendalami ilmu agama atau syariah relatif sedikit yang menguasai ilmu 
ekonomi, atau sebaliknya.
8
 
Maulana Ibrahim mengatakan, bahwa peran DPS sangat menentukan 
dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip 
syariah. DPS harus secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank 
syariah. Dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan beberapa praktisi 
perbankan syariah didapat kesimpulan bahwa, tugas dan fungsi yang telah diatur 
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  Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 
209. 
5 
 
 
oleh DSN belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ada DPS yang 
mengujungi bank syariah hanya satu kali dalam sebulan, ada juga yang hanya 
bisa duhubungi via telepon. Karena kesibukan mereka di dunia luar, fungsi-
fungsi yang harusnya dijalankan tidak bisa dilaksanakan.
9
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penting adanya implementasi 
Keputusan DSN MUI tersebut agar tidak terjadi pnyimpangan-penyimpangan 
dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian 
keamanan bagi pengguna jasa BPRS. DSN MUI telah mengluarkan keputusan 
nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan 
Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. 
Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti: “Tugas Dan 
Fungsi Dewan Pengawas Syariah  (DPS) Di BPRS Dana Amanah Surakarta 
Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana tugas dan fungsi DPS di BPRS Dana Amanah Surakarta? 
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi DPS di BPRS Dana Amanah 
Surakarta menurut tinjauan keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
Dalam suatu penelitian, tentunya seorang peneliti mempunyai tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi DPS di BPRS Dana Amanah Surakarta. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi DPS di BPRS Dana Amanah 
Surakarta menurut tinjauan keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Secara Teoritis  
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, serta 
dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang tugas dan 
fungsi Dewan Pengawas Syariah. 
2. Secara Praktis 
a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
masyarakat umum dan bagi praktisi yang berada di lingkungan 
b. Bagi penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai salah satu referensi tambahan bagi peneliti dengan tema 
yang sejenis.  
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E. KERANGKA TEORI 
Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan 
pencapaian tujuan manusia dalam organisasi. Manajemen diperlukan untuk 
mengelola berbagai sumberdaya organisasi, seperti sarana, prasarana, waktu, 
SDM, metode dan lainnya. Manajemen juga menunjukkan cara-cara yang lebih 
efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah 
memugkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka 
pencapaian suatu tujuan. Manajemen memberikan prediksi dan imajinasi agar 
kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat. 
Manajemen dalam organisasi bisnis merupakan suatu proses aktivitas 
penentuan dan pncapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan empat fungsi dasar; 
planning, organizing, actualing, dan controling dalam penggunaan sumberdaya 
organisasi. Karena itu aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya 
adalah juga amal perbuatan SDM organisasi perusahaan yang bersangkutan.
10
 
Dalam konteks ini, Islam telah menggariskan bahwa hakekat amal 
perbuatan manusia harus berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Hal ini 
seperti dinyatakan oleh Imam Fudhail bin Iyadh, salah seorang guru Imam 
Syafi’iy dan perawi hadits yang tsiqah dalam menafsirkan surah Al-Mulk: 
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يخَ لْا يخَ خَ خَ ي ذِ لَّا ي الًخَمخَعيُنخَسلْحخَأيلْ ُكُّيخَأيلْ ُكخَو ُ لْ بخَيذِايخَةاخَيخَحلْا خَوي خَتلْو ۚييُزيذِزخَعلْا ي خَوُهخَو
ُيوو ُخَ لْا  
Artinya : “Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji 
kamu siapa yang baik amalnya. Dialah Maha Perkasa dan 
Pengampun.” 
Ia mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas 
dan cara yang harus sesuai dengan syariat Islam. Bila perbuatan manusia 
memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong ahsan (ahsanul 
amal), yaitu amal terbaik di sisi Allah Swt 
Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi harus dipandang pula 
sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan 
organisasi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya 
Islam sebagai kaedah berfikir dan kaedah amal (tolak ukur perbuatan) dalam 
seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya yang menjadi 
nilai-nilai utama organisasi. Dalam implementasi selanjutnya, nilai-nilai Islam ini 
akan menjadi payung strategi hingga taktis seluruh aktivis organisasi. Sebagai 
kaedah berfikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola 
pikir dan beraktifitas, sedangkan sebagai kaedah amal, syariah difungsikan 
sebagai tolak ukur kegiatan organisasi. Tolak ukur syariah digunakan untuk yang 
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dilakukan oleh seorang muslim. Sementara yang haram akan ditinggalkan 
semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Swt.
11
 
Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh 
berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam 
Al-Quran dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup manusia.
12
 
a. Fungsi Pencernaan 
  Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, 
artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada pencernaan. Manajer 
yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah 
strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategis dapat memberikan 
ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program 
kerja jangak panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. 
Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk: 
1. Menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang 
2. Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan 
yang telah ditentukan tercapai 
3. Menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain 
yang akan digunakan 
 Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang harus ada dan tidak 
dapt dipisah-pisahkan dalam setiap usaha. Merumuskan tujuan tanpa 
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menentukan cara pelaksanaannya dan tanpa didasarkan pada faktor-
faktor produksi yang dapat digunakan tidak akan dapat menciptakan 
hasil yang diharapkan. 
b. Fungsi Pengorganisasian 
  Perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan 
untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Ajaran Islam adalah ajaran 
yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi 
dngan rapi. 
  Pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat 
mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Organisasi 
dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih 
menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. 
Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. 
Dalam sebuah organisasi tentu ada atasan dan bawahan. Pimpinan 
harus menentukan struktur organisasai yang terbaiak untuk 
menjalankan kegiatan ke arah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan pembagian tugas yang 
akan dibuat. 
c. Funsi Kepemimpinan 
  Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian 
kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulul amri. Ulil 
11 
 
 
amri atau penjabat adalah orang yang mendapat amanah untuk 
mengurus urusan orang lain. 
  Pemimpin sering disebut khadimul ummah yang berarti 
pelayan umat. Meurut istilah itu, pemimpin harus menempatkan diri 
pada posisi pelayan masyarakat (pelayan). 
d. Fungsi Pengawasan 
  Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari 
pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam 
memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang 
diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus 
dijalankan. 
  Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi 
Muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan 
menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah 
dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan Islam. Sekalipun 
demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan 
detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam 
memberikan kebebasan setiap individu Muslim untuk menjalankan 
pengawasan sesuai dengan pengalaman kondisi sosial atau manajemen 
yang terdapat dalam masyarakat.
13
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Setiap kedudukan dalam struktur organisasi perbankan, mengenai tugas, 
fungsi serta wewenangnya sudah diatur, baik melalui peraturan perundang-
undangan, peraturan Bank Indonesia, fatwa-fatwa DSN MUI maupun peraturan 
lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Seperti yang kita ketahui 
bahwa, BPRS merupakan salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang 
berada di  bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Dalam 
menjalankan kegiatan usaha BPRS tidak lepas dari pengawasan oleh Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) agar BPRS tetap berada di koridor syariah. 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam organisasi 
bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara 
eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
14
  
Tugas dewan pengawas syariah adalah memberikan nasihat dan saran 
kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip 
syariah. Dalam SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum 
Berdasarkan Prinsip Syariah, dan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua 
orang dan masing-masing wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di 
bidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas 
dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-
                                                          
14
  Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi…,hlm. 85. 
13 
 
 
kurangnya sartu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum 
berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
15
 
Sebagai tindak lanjut dari SK Direksi BI telah dikeluarkann Keputusan 
MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional 
(DSN). Sedangkan anggota dewan  pengawas syariah diatur dalam Keputusan 
DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota 
Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.
16
 
Tugas dan Fungsi DPS:
17
 
a. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah megawasi kegiatan 
usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan 
prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 
b. Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah: 
1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan 
unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai 
hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; 
2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN 
dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk 
dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian 
dan fatwa dari DSN. 
                                                          
15
 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2009), hlm. 141. 
16
 Ibid. 
17
 Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota 
Dewan Pengawas Syariah Pada LKS. 
14 
 
 
F. TINJAUAN PUSTAKA 
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil 
penelitian yang membahas topik ini yang sejenis, diantaranya: 
Skripsi Masliana, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum 
(2011) yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan 
Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)”. Dalam 
skripsi ini menjelaskan bahwa kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan 
draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 
bagian dewan pengawas syariah pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS 
terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di BRI Syariah adalah 
mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang 
ada di bank. Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan 
mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku di 
semua cabang BRI Syariah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan 
ke cabang-cabang Bank BRI Syariah ke account-account officer di daerah-
daerah.
18
 Dalam penelitian ini terdapat letak perbedaan dengan penelitian 
sebelumnya dimana penelitian skripsi ini membahas tentang Tugas dan Fungsi 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Amanah Surakarta Ditinjau 
Keputusan DSN MUI No 3 Tahun 2000. 
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Skripsi Anik Arofah, Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum (2008) 
yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek 
Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Safinah Klaten”. Dalam skripsi ini 
menjelaskan bahwa DPS pada BMT Safinah memiliki peran yang sangat penting 
terhadap pengawasan aspek syariah di BMT Safinah Klaten. Sebagai pengawas 
syariah DPS memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar BMT Safinah 
senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Lembaga ini yang paling bertanggungjawab atas kebenaran praktik pedoman 
tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS BMT Safinah mengacu pada PAS 002 
BMT, tidak ada ikatan atau hubungan struktural dengan DSN. Namun DPS BMT 
Safinah juga bertugas untuk menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, 
penerapan fatwa DSN dan PAS 002 BMT.
19
 Dalam penelitian ini terdapat letak 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian skripsi ini membahas 
tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana 
Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI No 3 Tahun 2000. 
Skripsi Novi Muflihati,  IAIN Surakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam (2012) yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 
Pengawasan Syari’ah Compliance (Studi Kasus BPRS Al-Mabrur Klaten tahun 
2009 sampai 2011)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peran dan 
tanggungjawab DPS BPRS Al-Mabrur Klaten dalam pengawasan Syari’ah 
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compliance belum optimal dengan indikator lima peran strategis DPS menurut 
Setiawan Bgudi Utomo yaitu sebagai supervisor, advisor, marketer, supporter, 
dan player. Hal tersebut disebabkan karena DPS BPRS Al-Mabrur Klaten masih 
banyak kendala dan kekeliruan dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya, 
yang meliputi: elum ada standarisasi penilaian terhadap kinerja DPS, koordinasi 
antara DPS dan DSN tidak cukup baik, BPRS Al-Mabrur Klaten belum pernah 
mengeluarkan produk baru, minimnya kunjungan DPS ke BPRS Al-Mabrur 
Klaten, tidak ada fasilitas yang memadai untuk DPS, draft laporan per semester 
dibuat oleh piha BPRS.
20
 Dalam penelitian ini terdapat letak perbedaan dengan 
penelitian sebelumnya dimana penelitian skripsi ini membahas tentang Tugas dan 
Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Amanah Surakarta 
Ditinjau Keputusan DSN MUI No 3 Tahun 2000. 
Skripsi Kartika Isma Damayanti, IAIN Salatiga Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh DPS (Dewan Pengawas 
Syariah) terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah  Indonesia”. Dalam 
skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh DPS terhadap kinerja maqashid syariah 
di bank syariah Indonesia. Variabel yang digunakan adalah ukuran DPS, rangkap 
jabatan DPS, jumlah rapat DPS, latar belakang pendidikan DPS dan kinerja 
maqashid syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dan 
laporan keuangan dan laporan Good Corporate Governance Bank Umum 
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(Studi Kasus BPRS Al-Mabrur Klaten Tahun 2009 sampai 2011)”, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama 
Islam Negeri, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam), 2012. 
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Syariah di Indonesia tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. 
Rangkap jabatatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. 
Jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. Latar 
belakang pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap maqashid syariah.
21
 
Dalam penelitian ini terdapat letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya 
dimana penelitian skripsi ini membahas tentang Tugas dan Fungsi Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Amanah Surakarta ditinjau Keputusan 
DSN MUI No 3 Tahun 2000. 
 
G. METODE PENELITIAN 
Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode-metode yang sesuai  
dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang di uraikan sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 
keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya 
                                                          
21
 Kartika Isma Damayanti, “Analisis Pengaruh DPS (Dewan Pengawas Syariah) terhadap 
Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Indonesia”, Skripsi, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri 
Salatiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), 2017. 
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bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga masyarakat.
22
 Adapun 
yang menjadi obyek penelitian disini adalah tentang tugas dan fungsi Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Amanah Surakarta ditinjau 
keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang 
diperlukan datanya. Sumber data ini merupakan sumber data yang 
diperoleh dari lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa yang ada 
dalam lapangan yaitu BPRS Dana Amanah Surakarta yang berkaitan 
dengan judul skripsi ini yaitu Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) di BPRS Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI No 
3 Tahun 2000. 
Data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau 
perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data 
primer ini diperoleh dengan cara wawancara dengan Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) BPRS Dana Amanah Surkarta yaitu bapak Rial Fuadi, 
S.Ag., M.Ag. 
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 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),  
hlm. 46.  
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b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung 
yakni data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah 
beralamat di Jl. K.H Agus Salim No. 18, Surakarta. Waktu penelitian 
dilakukan pada tanggal 25 April 2018 dan tanggal 7 Agustus 2018. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan 
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.
23
 Wawancara dilakukan dengan narasumber atau pihak 
yang terlibat dan berhubungan dalam penelitian ini, yaitu dengan DPS di 
BPRS Dana Amanah Surakarta. 
b. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Dengan teknik ini, penyusun meneliti data-data yang diperoleh dari 
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 Ibrahim, “ Metodologi Penelitian Kualitatif,” (Bandung: Alfabet CV, 2015),  hlm. 88. 
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dokumen yang ada di tempat penelitian seperti foto dan surat-surat selama 
melakukan penelitian di BPRS Dana Amanah. 
c. Observasi 
Merupakan pengamatan yang penyusun lakukan baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini, 
penyusun menggunakan teknik observasi non partisipan. Observasi non 
partisipan adalah di mana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang 
yang akan di observasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku 
pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton 
saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.
24
 
5. Teknik Analisis Data 
Peneliti ini termasuk penelitian kualitataif artinya sebagai rangkaian 
proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu 
masalah dalam bidang kehidupan pada obyek tertentu. Agar mendapatkan data 
yang benar dan valid, maka data-data yang telah diperoleh kemudian 
dianalisis dengan metode deskriptif analisis. 
Deskriptif analisis yakni mendeskripsikan data-data terkumpul, berupa 
data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan 
sebagainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan 
menggunakan metode deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari 
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140. 
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suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu kearah data yang akan 
diterangkan.
25
  
 
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II Landasan Teori, pada bagian ini berisi tentang teori pengertian tugas 
dan fungsi, teori Dewan Pengawas Syariah yang  dan teori keputusan DSN MUI 
nomor 3 tahun 2000. Teori Dewan Pengawas Syariah berisi tentang Pengertian 
Dewan Pengawas Syariah, Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah, Mekanisme 
Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas 
Syariah, Kegiatan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Internal Syariah. 
Bab III Deskripsi Data Penelitian, pada bagian ini akan diuraikan 
mengenai Gambaran Umum BPRS Dana Amanah Surakarta, Produk-Produk  
BPRS Dana Amanah dan Manajemen Pengelolaan. Gambaran umum BPRS 
Dana Amanah Surakarta berisi tentang sejarah, visi dan misi, keyakinan dasar, 
nilai dasar, struktur organisasi, keunggulan BPRS Dana Amanah. Produk-produk 
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 Sandu Siyoto dkk., “Dasar Metodologi Penelitian,” (Yogyakarta: Literasi  Media 
Publishing, 2015), hlm. 46. 
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pada BPRS Dana Amanah Surakarta yang berisi tentang produk penghimpunan 
dana yang terdiri dari Tabungan Dana Amanah Ib, Deposito Dana Amanah Ib, 
Tabungan Amanah iB- MultiPro; dan produk penyaluran dana yang terdiri dari 
Pembiayaan Mura>bah}ah, Salam dan Istishna>, Pembiayaan Mud}a>rabah dan 
Musya>rakah, Qard}, Ija>rah, H}iwa>lah, Kafa>lah, dan Waka>lah. Manajemen 
Pengelolaan yang berisi tentang strategi marketing, strategi pengembangan SDM 
dan manajemen resiko. 
Bab IV Analisis, pada bab ini berisi tentang tugas dan fungsi Dewan 
Pengawas Syariah di BPRS Dana Amanah Surakarta ditinjau keputusan DSN 
MUI nomor 3 tahun 2000. 
Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis 
mengenai tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Amanah 
Surakarta ditinjau keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000. Pada bagian akhir 
skripsi juga akan dicantumkan daftar pustaka. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Tugas dan Fungsi 
Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan 
wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu 
instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 
menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi 
suatu organisasi. Tugas dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. 
Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas.
1
 
Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang 
merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau mlakukan sesuatu demi 
mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai suatu kesatuan pekerjaan atau kegiatan 
yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah 
organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas 
jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.
2
 
Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti 
sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau 
institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki 
oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan 
                                                          
1
 Muammar Hilmawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 
38. 
2
 Ibid. 
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sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau 
institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam 
melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat 
dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 
publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan 
hubungan-hubungan hukum.
3
 
 
B. Dewan Pengawas Syariah 
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah 
Dalam kamus bahasa Indonesia kata”dewan” adalah badan yang terdiri 
dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan 
berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.
4
 
Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang 
kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (h}abluminalla>h) maupun 
dalm bidang muamalah (h}ablumminanna>s) yang merupakan aktualisasi 
akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi 
berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta 
dan perniagaan disebut mu’a>malah ma>liyah.5 
                                                          
3
 Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 4. 
4
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 289. 
5
 Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, 
(Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 24. 
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Semua aktivitas dari bank Islam harus diawasi oleh lembaga tertentu 
terutama untuk soal-soal yang berkaitan dengan syariah, ada beberapa 
inkonsistensi dalam literatur dalam menggunakan terminologi untuk 
melabeli lembaga yang bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan 
pada syariah. Abu Moamer (1989) cenderung menggunakan istilah “Dewan 
Kontrol Pengawas Syariah” (Sharia Supervisory Control Board (SSCB)), 
tetapi beberapa penulis lain memilih menggunakan istilah “Dewan Pengawas 
Keagamaan” (Religious Supervisory Board (RSB)) , sedangkan beberapa 
penulis lain memilih menggunakan istilah “Dewan Pengawas Syariah” 
(Sharia Supervisory Board (SSB)).
6
 
Menurut Muhammad, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan 
yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha 
bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara 
independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik 
di bidang muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain 
yang relevan dengan tugas kesehariannya.
7
 
Menurut Abu Moamer, SSCB didefinisikan sebagai lembaga yang 
digunakan untuk memastikan bahwa bank Islam bekerja dalam batas-batas 
                                                          
6
 Ade Wirman Syafei, “Proses Review Syariah Bank Islam di Indonesia: Mencari Standar 
Umum yang Diterima” dalam Current Issues Lembaga Keuangn Syariah. Ed. Nurul Huda dan Mustafa 
Edwin Nasution, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 208. 
7
 Muhammad, Audit dan Pengawasan …, hlm 18. 
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hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, dan 
mengiventasikan atau meningkatkan kapital di dalam batas-batas ini.
8
 
Sedangkan, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) menerangkan bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan 
syari’ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan 
Syari'ah Nasional (DSN). Anggota DPS diusulkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di bank syariah harus 
mendapatkan persetujuan DSN. Fungsi utamanya adalah sebagai penasehat 
dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan 
pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek 
syariah.
 9
 
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI)
10
 dalam Governance Standart for Islamic Financial 
Institutions (GSIFI) nomor 1  paragraf 2 menyatakan bahwa: 
“a shari’a supervisory board is an independent body of specialised 
jurist in fiqih mua’amalat (Islamic commercial jurisprudence). 
                                                          
8
 Ade Wirman Syafei, “Proses Review Syariah Bank Islam … , hlm. 208. 
9
 Keputusan DSN MUI No. 3 tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota 
Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. 
10
 AAOIFI merupakan sebuah lembaga non profit internasional independen yang menyiapkan 
akuntansi, auditing, tata kelola perusahaan, kode etik, dan standar syariah bagi perbankan syariah dan 
lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. AAOIFI didirikan di Al Jazair sesuai dengan persetujuan 
beberapa lembaga keuangan syariah bersekala internasional pada tanggal 1 Shafar 1410/26 Februari 
1990. Organisasi ini beroperasi secara resmi pada tanggal 27 Maret 1991 dan berkedudukan di 
Manama Bahrain. 
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However, the shari’a supervisory board may include a member other 
than those specialised in fiqih mua’amalat, but who should be an 
expert in the field of Islamic Financial Institutions and with knowledge 
og fiqih mua’amalat.” 
Artinya: Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang 
mempunyai spesialisasi keahlian dalam fikih muamalah (hukum 
keuangan islam). Namun demikian, anggota Dewan Pengawas Syariah 
tidak hanya (dituntut) mempunyai spesialisi dalam fikih muamalah, 
tetapi juga harus ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam dan 
mempunyai pengetahuan tentang fikih muamalah.”11 
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah 
Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan 
implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S. 
At-Taubah 9 : 105.  
 َنوُنِمْؤُمْلاَو ُُهلوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُهَّللا ىَر َيَسَف اوُلَمْعا ِلُقَو ۖ  َنوُّدَر ُتَسَو
 َنوُلَم ْ َ  ْمُتْن ُ  َم ِ ْمُك ُبِّ َن ُي َف  َِد  ََّللاَو  َِْي ْلا ِمِل َع ىٰ َل ِ 
Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 
telah kamu kerjakan. 
Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia : 
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 Akhmad Faozan, “Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas 
Syariah di Bank Syariah”, Jurnal La Riba, (Yogyakarta) Vol. VII Nomor 1, 2013, hlm 9-10.  
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1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 
2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. 
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober  
tentang Bank Umum  yang melaksanakan kegiatan usaha yang 
berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan 
Bank Indonesia  No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 
tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang 
berdasarkan Prinsip Syariah. 
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 
tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional 
menjadi Bank Umum yang melaksanakan  kegiatan usaha 
berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh 
Bank Umum Konvensional. 
Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut  mewajibkan 
setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah 
(DPS).
12
 
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 32 menyebutkan: 
1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan 
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. 
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 Naifu, “Dewan Pengawas Syariah (Dasar Hukum, Persyaratan Anggota, serta Tugas dan 
Wewenangnya”, https://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-
persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/(diakses tanggal 24 Juli 2018 pukul 19.04). 
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2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi 
Majelis Ulama Indonesia. 
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta 
mengawasi kegiatan  Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas 
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bank Indonesia.
13
 
3. Struktur dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah 
Struktur Dewan Penagawas Syariah Nasional (DPS) adalah sebagai berikut: 
a. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris 
sebagai pengawas Direksi. 
b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja 
manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, 
dalam kaitan dengan implementsi sistem dan produk-produk agar tetap 
sesuai dengan prinsip syariah. 
c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan 
sistem pembinaan ke-Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. 
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 Agustianto, “Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah”, 
http://www.agustiantocentre.com/?p=830, (diakses tanggal 24 Juli 2018 pukul 19.11). 
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d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan 
tersebut. 
e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan 
oleh Biro Syariah. 
Adapun kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana 
tercantum dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan 
bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut: 
a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit 
Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan aspek syariah. 
b. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan 
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan 
kajian dan fatwa dari DSN.  
c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib 
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang 
diawasinya kepada DSN atau satu kali dalam satu tahun (minimal). Perlu 
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga 
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya  berjalan 
sesuai dengan prinsip syariah.
14
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  Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya 
pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 219-220. 
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4. Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah 
Pada masa awal, anggota DPS perbankan hanya diusulkan oleh 
lembaga bank ke DSN MUI untuk mendapatkan surat keputusan sebagai 
legalitas keanggotaannya. 
Setelah keluar Surat Keputusan DSN MUI Nomor 2 tahun 2000, 
keanggotaan DPS dijadikan sebagai kepanjangan dari DSN yang legalitasnya 
ditigkatkan dalam mekanisme keanggotaan melalui uji kompetensi, yang 
dalam bahasa DSN untuk menghadiri “undangan silaturahmi calon anggota 
DPS”. 
Berdasarkan pada keputusan tersebut, mekanisme keanggotaan DPS 
sebagai berikut: 
a. Diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah. Minimal 2 
atau 3 orang. 
b. Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh Dewan Syariah 
Nasional. Calon  DPS yang dianggap telah memenuhi standar, 
DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi 
standar, calon DPS diberikan waktu untuk dipanggil ulang jika 
lembaga yang mengusulkan masih mengehendakinya untuk 
menjadi DPS. 
c. Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti 
workshop ke-DPS-an. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat 
dan mengintregsikan eksistensi DPS yang secara umum lebih 
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banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal 
pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan 
kegiatan ekonomi di bidang perbankan. 
d. Anggota DPS akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah 
dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.
15
 
5. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 
Tugas utama dari DPS yang dibentuk oleh DSN adalah mengawasi 
kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang 
telah difatwakan oleh DSN.
16
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka 
DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di 
bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan 
LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, 
melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya 
kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu anggaran, dan 
merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan 
DSN.
17
 
Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai perwakilan DSN 
yang ditempatkan pada LKS memiliki kewajiban: 
a. Mengikuti fatwa DSN 
                                                          
15
 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 
206-207. 
16
 Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan 
Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah. 
17
 Keputusan DSN MUI No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia. 
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b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN 
c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya 
kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 
Kewajiban DPS yang diatur dalam Keputusan DSN MUI No. 02 
Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam 
Keputusan DSN MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS, khususnya pada 
poin b dan poin c di atas. Kewajiban DPS yang diatur dalam dalam 
Keputusan DSN MUI No. 03 tahun 2000 adalah: 
a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN. 
b. Mengawasi kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan 
dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 
c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang 
diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali 
dalam satu tahun.  
Perbedaan yang terjadi adalah pada Keputusan DSN MUI No. 02 
Tahun 2000 disebutkan kewajiban DPS adalah “merumuskan permasalahan 
yang memerlukan pengesahan DSN”. Pada keputusan DSN MUI No. 3 
tahun 2000 disebutkan kewajiban DPS adalah “Mengawasi kegiatan usaha 
LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah 
difatwakan oleh DSN”. Kedua kewajiban ini tentunya merupakan dua hal 
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yang berbeda, antara “merumuskan permasalahan” dengan “mengawasi 
kegiatan usaha agar tidak menyimpang”. Suatu permasalahan yang timbul 
dalam melaksanakan kegiatan usaha LKS itu sendiri, tanpa melalui proses 
pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Perumusan atas permasalahan yang 
terjadi juga hanya permasalahan memerlukan pengesahan DSN, beararti 
permasalahan yang tidak memerlukan DSN tidak perlu dirumuskan. Pada 
kewajiban “Mengawasi kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang” adalah 
suatu tindakan pemantauan secara aktif untuk meluruskan apabila kegiatan 
usaha tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah 
yang telah difatwakan oleh DSN.
18
 
Fungsi DPS pada LKS sebagai berikut:
19
 
a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit 
usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal 
yang terkait dengan aspek syariah; 
b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN 
dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk 
dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian 
dan fatwa dari DSN.  
                                                          
18
  Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum 
Nasional Indonesia”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 153—
154.  
19
  Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota 
Dewan Pengawas Syariah Pada LKS. 
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Bank Indonesia telah membuat pedoman pengawasan syariah dan 
tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS di bank-bank syariah dan 
unit-unit usaha syariah pada bank konvensional dalam SEBI No. 8/19/DPbs 
tanggal 24 Agustus 2006. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan tugas, 
wewenang, dan tanggungjawab DPS adalah: 
a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank 
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI 
b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang 
dikeluarkan bank 
c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional 
bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank 
d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan 
fatwa kepada DSN MUI 
e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 
(enam) bulan kepada  Direksi, Komisaris, DSN MUI dan BI.  
Pertanyaan atau permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan 
kegiatan syariah pada LKS akan disampaikan kepada DPS. Pertanyaan atau 
permasalahan ini tidak selalu diteruskan untuk disampaikan kepada DSN. 
Dalam hal ini, terhadap pertanyaan atau permasalahan yang bersifat lokal 
atau domestik kepentingannya, maka DPS akan membuat pendapatnya 
dalam bentuk opini syariah. Pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi 
LKS akan diteruskan ke DSN, setelah diajukan ke DPS, adalah hal-hal 
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menyangkut akad-akad yang berdampak luas dan dapat ditiru oleh LKS 
lainnya.
20
 
6. Kegiatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Internal 
Syariah 
Aktivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan 
pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu (1) 
ex ante auditing, (2) ex post auditing, dan perhitungan dan pembayaran 
zakat. Ex ante auditing merupakan altivitas pengawas syariah dengan 
melakukan pemerikasaaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan 
cara melakukan reviu terhadap keputusan-keputusan manajemen dan 
melakukan reviu terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen 
bank syariah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk 
mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip 
syariah. 
Ex post auditing merupakan aktivitas pengawasan  syariah dengan 
melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan 
keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri 
kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
Perhitungan dan pembayaran zakat merupakan pengawasan syariah 
dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang 
                                                          
20
  Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan …, hlm. 156—157. 
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harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai 
dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk 
memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha 
bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank 
syariah.
21
 
 
C. Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 
Keputusan DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga 
Keuangan Syari'ah 
Pertama : Pengertian Umum 
1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan 
syari’ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan 
Syari'ah Nasional (DSN). 
2. Lembaga keuangan syari'ah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya 
di bidang keuangan yang didasarkan pada syari’ah atau hukum Islam, 
seperti perbankan, reksadana,takaful, dan sebagainya. 
Kedua : Keanggotaan DPS 
1. Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang 
anggota DPS. 
                                                          
21
 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2009),  hlm. 144-145. 
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2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. 
3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami 
pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan 
oleh lembaga keuangan syari’ah, atau telah merusak citra DSN. 
Ketiga : Syarat Anggota DPS 
1. Memiliki akhlaq karimah 
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari’ah mu’amalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari’ah. 
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari’ah yang dibuktikan dengan 
surat/sertifikat dari DSN. 
Keempat : Tugas dan Fungsi DPS 
1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan 
syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah 
difatwakan oleh DSN. 
2. Fungsi utama DPS adalah: 
a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha 
syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang 
terkait dengan aspek syari'ah. 
b. sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam 
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari 
lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 
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Kelima : Prosedur Penetapan Anggota DPS 
1. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota 
DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon 
DPS. 
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN. 
3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN. 
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS. 
Keenam : Kewajiban Lembaga Keuangan Syari’ah terhadap DPS 
1. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan. 
2. Membantu kelancaran tugas DPS. 
Ketujuh : Kewajiban Anggota DPS 
1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN. 
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak 
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh 
DSN. 
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang 
diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu 
tahun. 
Kedelapan : Perangkapan Keanggotaan DPS 
1. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu 
perbankan syari'ah dan satu lembaga keuangan syari'ah lainnya. 
40 
 
2. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, 
seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua 
perbankan syari'ah dan dua lembaga keuangan syari'ah lainnya. 
3. Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang 
bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN  
 
A. Gambaran Umum BPRS Dana Amanah 
1. Sejarah singkat  
BPRS Dana Amanah adalah BPRS yang ke 2 (dua) berdiri di kota 
Surakarta, yang diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 23 Mei 
2008 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadal Ula 1429 H, yang 
mulai beroperasi 2 juni 2008 atau Jumadal Ula 1429 H. Sebagai upaya 
meningkatkan kemakmuran bersama melalui pengalaman perbankan yang 
sesuai kaidah syariah. BPRS Dana Amanah beralamat di Jl. K.H Agus 
Salim No. 18, Surakarta, Tlp. 0271-740550, Fax: 0271-740881.
1
 
BRPS Dana Amanah terus berupaya memberikan pelayanan 
perbankan yang profesional dan amanah, melalui produk dan jasa layanan 
yang aman, nyaman, inovatif dan menguntungkan, serta terus tumbuh 
secara sehat, dengan kinerja dan reputasi positif. Misi kami adalah 
“Memperdayakan  Ekonomi umat dengan menjunjung prinsip keadilan 
dan maslahat bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
yang berkelanjut.” Dengan kredo “ Menebar Syariah Menuai Barokah” 
dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, serta saling membantu, 
                                                          
1
  Dokumen BPRS Dana Amanah Surakarta, Senin 6 Agustus 2018, jam 14.30 WIB. 
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keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk 
memaksimalkan nilai tambah bagi para stakeholder
2
 dan shareholder.
3
 
2. Visi dan Misi  
Adapun visi dan misi BPRS Dana Amanah adalah sebagai berikut: 
Visi : memberikan pelayanan perbankan yang profesional dan amanah, 
melalui produk dan jasa layanan yang aman, nyaman, inovatif dan 
menguntungkan, serta terus tumbuh secara sehat, dengan kinerja 
dan reputasi positif 
Misi : Memperdayakan Ekonomi umat dengan menjunjung prinsip 
keadilan dan maslahat bersama untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang berkelanjut.
4
 
3. Keyakinan Dasar 
Kami berkeyakinan bahwa rasa keadilan, kebersamaan dan 
kekeluargaan yang berbasis profesionalisme dapat membangun tim kerja 
yang tangguh, sedangkan kesejahteraan, kenyamanan kerja dan kepastian 
masa depan yang berorientasi kinerja akan mampu membangun loyalitas, 
dedikasi dan moralitas kerja yang tinggi, saling memegang teguh 
                                                          
2
  Stakeholder adalah seseorang yang mempunyai minat dan kepentingan dalam perusahaan: 
ini bisa kepentingan financial atau kepentingan-kepentingan yang lain, bisa langsung juga tidak 
langsung, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham, Wikipedia, diakses pada tanggal 7 
Agustus 2018, jam 21.39 WIB. 
3
  Pemegang Saham (bahasa Inggris: Shareholder atau Stockholder), adalah seseorang atau 
badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham 
adalah pemilik dari perusahaan tersebut, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham, Wikipedia, 
Pemegang Saham, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018, jam 21.39 WIB. 
4
  Dokumen BPRS Dana Amanah Surakarta, Senin 6 Agustus 2018, jam 14.30 WIB. 
43 
 
komitmen, keprcayaan dan saling memberi manfaat serta keuntungan 
akan mampu terbangun jalinan kerja sama yang kokoh antara stake-
holder maupun antara share-holder, yang pada gilirannya akan mudah 
dibangun kultur kerja yang efisien, efektif dan produktif yang sangat 
dibutuhkan dalam mewujudkan visi perusahaan.
5
 
4. Nilai Dasar 
Sistem Operasional BPRS Dana Amanah Surakarta sebagai 
aktualisasi budaya kerja perusahaan didasarkan pada suatu sistem nilai 
yang harus dipegang teguh dan dijiwai serta dihayati oleh setiap staf dan 
lini perusahaan yaitu sistem nilai profesionalisme syariah yang meliputi: 
a. Lilla>hi ta’ala (State of Mind), orang yang memiliki sikap 
profesionalisme adalah orang yang dalam bekerja senantiasa 
memiliki visi, arah dan niat yang jelas. Visi yang paling subtantif dari 
seluruh amaliah manusia di dunia adalah lilla>hi ta’ala. 
b. Amanah, seorang profesional adalah seorang yang mampu dan dapat 
dipercaya, selalu mentaati dan menepati apa yang menjadi 
wewenang, tugas dan tanggungjawab secara tepat, objektif dan 
profesionalisme. 
c. Khabir (Expert), syarat mutlak dari seorang proessional adalah 
memiliki pengetahuan (capability), kemampuan (competency), dan 
                                                          
5
 Ibid. 
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ketrampilan (skill) yang memadahi dan keahlian (expert) yang sesuai 
dengan bidang, tugas, fungsi dan tanggungjawab. 
d. Ahsanu „Amala (Excellence) ciri utama dari sikap professional 
adalah dia akan melakukan, memebrikan, dan mempersembahkan 
hasil pekerjaan yang terbaiknya. 
5. Struktur Organisasi BPRS Dana Amanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEWAN 
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DEWAN 
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DIREKSI 
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STRATEGIS 
KA BAG 
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KA BAG  
MARKETING 
 PENGANDALI  
APU-PPT 
PEJABAT  
SPI 
ACCOUNT 
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ACCOUNT 
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(AO) 
SICURITY 
& UMUM 
PERSONALIA & 
ADM. UMUM 
ACCOUNTING TELLER 
/KASIR 
CUSTOMMER 
SERVICE 
RUPS 
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DEWAN KOMISARIS 
Komisaris Utama 
Komisaris 
H. Abdullah Rabbani, SE. 
H. Suprihatin, SE., MM. 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
Pengawas Syariah Rial Fu‟adi, M.Ag. 
Moh. Abdul Kholiq Hasan, MA., M.Ed.,DR. 
DEWAN DIREKSI 
Direktur Utama 
Direktur 
Muhammad Syamsul Huda, SIP. 
Muhamad Saefudin, SE. 
KOMITE PENGELOLAAN ASSET & LIABILITY 
Dewan Komisaris 
 
Direksi 
 
Personalia dan Umum 
H. Abdullah Rabbani, SE. 
H. Suprihatin, SE., MM. 
Muhammad Syamsul Huda, SIP. 
Muhammad Saefudin, SE. 
Yettie Risniawatie, A.Md. 
KOMITE RRPP & RENUMERASI 
Dewan Komisaris 
 
Direksi 
H. Abdullah Rabbani, SE. 
H. Suprihatin, SE., MM. 
Muhammad Syamsul Huda, SIP. 
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Kabag Personalia 
Muhammad Saefudin, SE. 
Yettie Risniawatie, A.Md. 
KOMITE PEMBIAYAAN 
Dewan Komisaris  
 
Direksi 
 
Kabag Pemasaran 
Admin. Pembiayaan 
H. Abdullah Rabbani, SE. 
H. Suprihatin, SE., MM 
Muhammad Syamsul Huda, SIP. 
Muhammad Saefudin, SE. 
Sularna, Drs. 
Kartika Wulan T, Yettie Risniawatie, A.Md. 
KOMITE KEBIJAKAN STRATEGIS 
Dewan Komisaris  
 
Direksi 
 
Bidang Terkait 
H. Abdullah Rabbani, SE. 
H. Suprihatin, SE., MM 
Muhammad Syamsul Huda, SIP. 
Muhammad Saefudin, SE. 
- 
BIDANG PEMASARAN DAN UMUM 
Direktur Utama 
Ka bag pembiayaan 
Muhammad Syamsul Huda, SIP. 
Sularna, Drs. 
BIDANG OPERASIONAL 
Direktur  Muhammad Saefudin, SE. 
Yettie Risniawatie, A.Md. 
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KABAG PERSONALIA 
DAN UMUM 
Yettie Risniawatie, A.Md. 
KABAG PEMASARAN Sularna, Drs. 
CUSTOMER SERVICE Miladina Permatasari, SE 
TELLER/KASIR Nick Fathurrahmah 
PEMBUKUAN/AKUNTING Arinta Dwi Hastuti 
SEKRETARIS Miladina Permatasari, SE.  
(Sementara dirangkap) 
ADMINISTRASI 
PEMBIAYAAN 
Kartika Wulan Tumanggal 
Yettie Risniawatie, A.Md. 
(Sementara dirangkap) 
ACCOUNT MANAGER Yulinda Permatasari 
ACCOUNT OFFICER 1. Purwo Agung Ratmanto 
2. Heri Sunardi 
3. Adhitama Nugroho, S.Sy. 
SECURITY & OB Mulyanto 
DRIVER Sapto Nugroho 
 
 
 
48 
 
6. Keunggulan BPRS Dana Amanah 
1. BPR Syariah Dana Amanah merupakan bank yang sedang tumbuh dan 
berkembang, sehingga sangat prospek untuk investasi atau untuk 
bermitra dalam usaha. 
2. BPR Syariah Dana Amanah telah menjadi peserta penjaminan 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga simpanan masyarakat 
yang dihimpun akan aman. 
3. BPR Syariah Dana Amanah merupakan pilihan yang tepat bagi pihak-
pihak sangat menekankan ketentraman dan ketenangan hati dan nurani 
dan yang ingin kafah dalam beriman dan ber-Islam dikarenakan BPR 
Syariah Dana Amanah sangat menekankan atas kemurnian penerapan 
sistem syariah baik pada produk, akad, pelayanan dan manajemen. 
4. Investasi dan penempatan dana di BPR Syariah Dana Amanah akan 
mendapat return menguntungkan dengan Bagi Hasil yang Kompetitif, 
dari hasil usaha dan investasi yang halal dan bernilai ibadah. 
5. BPR Syariah Dana Amanah yang memposisikan diri sebagai 
katalisator bagi lahir dan tumbuhnya sistem ekonomi Islami yang riil 
bersama lembaga penunjang lainnya yang mampu memberikan solusi 
dan kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat. 
6. Terus ditingkatkan dan dikembangkannya pelayanan terbaik (service 
excellence/Ahsanu ‘amala), dan profesionalisme dengan penekanan 
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pada semangat kewirausahaan, ukhuwah (tafahu>m, ta’awu >n, taka>ful, 
tahallu>f), keadilan (anti riba, tazli>m, tahki>r, maisir, taghri>r, tadli>s), 
keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk 
memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholder dan shareholder. 
7. BPR Syariah Dana Amanah sangat mengedepankan keadilan dan 
kemaslahatan bersama agar setiap nilai tambah yang diperoleh dapat 
memberikan keberkahan dan ketentraman lahir dan batin baik di dunia 
maupun di akhirat. 
8. BPR Syariah Dana Amanah sangat mengedepankan implimentasi 
Teknologi Informasi yang sampai saat ini telah mengimplementasikan: 
a. Teknologi Komunikasi PABX dan PC Phone untuk komunikasi 
internal. 
b. Teknologi SMS Manajemen Control untuk keperluan komunikasi 
melalui SMS melalui Komptuer ke Nasabah. 
c. Sistem komputerisasi berbasis Client-Server dengan database 
berarsitektur SQL dengan jaringan LAN. 
d. e-mail sebagai sarana komunikasi dengan berbagai pihak dan 
lembaga lain. 
e. Walaupun belum diwajibkan BPR Syariah Dana Amanah telah 
menggunakan SID (Sistem Informasi Debitur) secara on-line ke 
Bank Indonesia. 
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f. Laporan Bulanan, Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan ke 
Bank Indonesia telah dilakukan secara on-line berbasis Intranet 
dan Internet. 
g. Kamera sistem vidio control telah terpasang di setiap ruangan dan 
halaman kantor. 
 
B. Produk-Produk BPRS Dana Amanah 
1. Produk penghimpunan Dana (Funding) 
a. Tabungan Dana Amanah Ib 
Tabungan Dana Amanah iB merupakan simpanan dalam mata 
uang rupiah berdasarkan prinsip mud}a>rabah berbasis bagi hasil di 
mana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, 
sesuai ketentuan yang berlaku di BPRS Dana Amanah Surakarta.  
b. Deposito Dana Amanah Ib 
Deposito Dana Amanah iB merupakan simpanan investasi 
dengan prinsip mud}a>rabah berbasis bagi hasil dengan jangka waktu 
3, 6 atau 12 bulan, dana nasabah akan diinvestasikan untuk 
pembiayaan usaha kecil yang halal. 
c. Tabungan Amanah iB- MultiPro 
Tabungan iB- MultiPro merupakan tabungan terencana yang 
ssangat fleksibel, aman dan menguntungkan. Tabungan iB- MultiPro 
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meiliki fiture multi program, multi manfaat, multi faedah, multi 
keuntungan, dan multi proteksi.  
2. Produk Penyaluran Dana (Financing) 
a. Pembiayaan Mura>bah}ah, Salam dan Istishna> 
1) Mura>bah}ah adalah fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual 
beli. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
usaha (modal usaha dan investasi: pengadaan bahan baku, 
persediaan barang dagangan, perlengkapan usaha, peralatan 
produksi, dan lain-lain) maupun pribadi (misalnya kendaraan 
bermotor, renovasi rumah, dan lain-lain). 
2) Salam merupakan akan jual beli barang antara pihak Bank sebagai 
penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penyerahan barang 
dilakukan pada tanggal yang ditentukan. 
3) Istishna> hampir sama dengan salam, namun harga atas barang 
dibayar terlebih dahulu di muka, walaupun dapat diangsur sesuai 
dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, dan 
barang diserahkan kemudian hari. 
b. Pembiayaan Mud}a>rabah dan Musya>rakah 
Mud}a>rabah dan Musya>rakah adalah pembiayaan dalam bentuk 
modal/dana yang diberikan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta 
untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. 
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Selanjutnya nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas 
pendapatan usaha tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara 
lain perdagangan industri, koperasi, karyawan, usaha dasar-dasar atas 
kontrak, dapat berupa modal kerja dan investasi. 
c. Qard}, Ija>rah, H}iwa>lah, Kafa>lah, dan Waka>lah 
1) Qard} adalah produk penyaluran dana yang menggunakan sistem 
tabarru berbasis fee. Qard} merupakan fasilitas pembiayaan lunak 
kepada pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal 
dengan pemngembalian sebesar pinjaman pokok tanpa perlu 
membagi keuntungan kepada pihak Bank, teteapi cukup 
membayar baiaya administrasi saja. 
2) Ija>rah merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang ditambah 
keuntungan yang disepakati anatar bank dan nasasbah dengan 
sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan 
(objek Ija>rah tetap menjadi milik bank). 
3) H}iwa>lah merupakan perpindah tanggungjawab dari nasabah 
kepada bank untuk membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. 
Atas persetujuan bersama pihak bank membayarkan hutang pihak 
nasabah kepada pihak ketiga dan dalam waktu yang bersamaan 
pihak nasabah memiliki hutang kepada bank. 
53 
 
4) Kafa>lah merupakan jaminan yang diberikan oleh bank atas 
permintaan nasabah untuk pelaksanaan kewajiban tertentu, 
misalnya proyek. 
5) Waka>lah merupakan perwakilan dari pihak bank kepada nasabah 
untuk suatu urusan tertentu (misalnya untuk membeli barang) dan 
bertindak atas namanya.  
 
C. Manajemen Pengelolaan 
  Strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Strategi Marketing 
a. Strategi Dasar (Basic Strategy) 
Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat di segment mikro 
dimana hampir semua bank membidik market-share yang sama, 
maka harus ada strategi yang tepa tuntuk dapat memenangkan 
persaingan ke depan. Ada beberapa strategi dasar yang telah 
diterapkan yaitu: 
1) Winning the Future Customer 
a) Meredisain atau meningkatkan kualitas produk funding dan 
meningkatkan kualitas SDM dibidang pemasaran dan 
pelayanan. 
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b) Pengembangan AM practices (Account Plan, Reward 
System, dan Kompetensi AM). 
c) Peningkatan Corporate Community, program Gathering, 
Customer Reward dan Pengembangan Image. 
2) Acquiring New Customer 
a) Peningkatan efektivitas marketing intelligence dan 
business portfolio analysis pendukung intimacy dan 
pemasaran. 
b) Intensifikasi pemasaran melalui berbagai inovasi fiture 
produk, fiture layanan, dan opportunity segmentation. 
c) Peningkatan penetrasi pasar melalui inovasi promosi dan 
inovasi intertainment. 
3) Retaining Existing Customer 
a) Peningkatan kualitas dan effektivitas pelayanan yang 
berorientasi pada loyalitas dan fanatisme customer. 
b) Peningkatan standard kompetensi SDM dibidang 
pelayanan dan pemasaran serta peningkatan kualitas dan 
skala teknologi layanan. 
c) Melakukan transformasi organisasi, birokrasi dan 
manajemen informasi. 
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d) Meningkatkan keterpaduan informasi dan layanan serta 
aduan. 
e) Meningkatkan hubungan batin untuk menumbuhkan rasa 
kedekatan dan kekeluargaan melalui silaturahmi dan 
komunikasi yang tulus dengan nasabah. 
b. Strategi Pengendali/Pemicu (Trigger Strategic) 
1) Improving Transaction System 
a) Pembenahan prosedur, jalur, pola dan teknologi transaksi 
yang berorientasi pada kecepatan dan kemudahan. 
b) Peningkatan pengendalian proses transaksi melalui sistem 
otorisasi, validasi, conform dan approval. 
c) Pengendalian Transaksi angsuran secara sistematis dan 
skalatif dari pemberian SMS mengingatkan, SMS tagihan, 
Call Tagihan, Kunjungan Silaturahmi, Kunjungan Tagihan, 
Pemberian Surat Peringatan, Somasi dan Pengambilan 
Agunan. 
2) Improving Sales System 
a) Peningkatan pengawalan tahapan perencanaan pemasaran, 
prospek, lobi, negosiasi, aplikasi dan akad funding melalui 
RKO dan VR. 
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b) Pengembangan referencial improving chain dalam Sales 
System melalui key person, reputable dengan pendekatan 
PM (Personal Mapping). 
c) Pemberian solusi atas terjadinya Non Performing Loan 
melalui berbagai alternative mekanisme, seperti 
mesinergikan dengan usaha nasabah lain agar sehat 
kembali, memberikan bimbingan manajemen, 
rescheduling, restructuring, dsb. 
3) Smart Collection Improvement 
a) Peningkatan kemampuan Know Your Customer (KYC) dan 
equacy maupun persuasi spiritual religius. 
b) Pengembangan spirit ikhwanul muslimin antara entitas 
perusahaan dan customer untuk meningkatkan loyalitas 
dan kesetiaan. 
c) Pengembangan teknologi sistem informasi yang mampu 
memberi peringatan skalatif jatuh tempo kewajiban dan 
memberi peringatan skalatif portofolio, jatuh tempo 
angsuran dan pelunasan. 
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2. Strategi Pengembangan SDM 
1) Impowering Human Resourches 
a) Mendorong, membimbing dan mentoring kepada karyawan yang 
pengetahuan dan pemahamannya terhadap produk-produk 
perbankan syari‟ah belum memadahi atau masih minim. 
b) Memberikan arahan dan bimbingan rutin melalui Rapat 
Koordinasi setiap pagi hari untuk masing-masing bagian atau lini 
untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan 
tanggungjawabnya dengan baik, benar, efisien dan efektif. 
2) Upgrading Human Resourches 
a) Mewajibkan setiap karyawan baru untuk mengikuti Job-Training 
minimal selama 6 hari dan masa training atau pemagangan 
selama 3 bulan. 
b) Menyelenggarakan in-house training bagi bidang-bidang yang 
membutuhkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. 
c) Mengirimkan karyawan dari bidang yang relevan dengan job-nya 
dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti out-house training 
yang diselenggarakan institusi lain baik diundang atau tidak. 
3) Improving Sales Skill 
a) Meningkatkan kemampuan individual dan tim sales skill yang 
secara fungsional setiap individu di perusahaan ini adalah sales, 
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melalui sistem dan mekanisme yang mampu mendorong, 
mengontrol, dan meningkatkan kinerja dan prestasi (Reward and 
Panishment System, Promosi, Mutasi, Target Plan). 
b) Melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap 
pendekatan, metode dan strategi pemasaran bagi tim maupun 
individu. 
4) Improving Self Commitment 
a) Mendorong dan memotivasi setiap individu dan setiap lini untuk 
komitment melaksanakan dan menerapkan sistem syariah 
sebagai konsekuensi logis terjun di bidang bisnis syariah. 
b) Mendorong dan memotivasi setiap individu dan setiap lini untuk 
komitment berperilaku dan bertindak-tanduk sesuai syariah 
untuk memperkokoh pencitraan perusahaan di mata masyarakat. 
c) Mendorong bagi terbentuknya sikap dan karakter profesional 
yang terobsesi untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi 
perusahaan dan nasabah (Excellence, Ahsanu ‘amala, 
Ayuthqinah). 
3. Manajemen Resiko 
a. Indentifikasi Resiko 
Setelah melalui kajian secara menyeluruh terhadap setiap aspek 
operasionalisasi BPR Syariah dapat diidentifikasi bahwa sedikitnya 
ada 9 aspek yang memiliki potensi terjadinya suatu resiko, yaitu: 
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1) Resiko Pembiayaan, 
2) Resiko Pasar, 
3) Resiko Likuiditas, 
4) Resiko Operasional, 
5) Resiko Kepatuhan, 
6) Resiko Hukum, 
7) Resiko Strategik, 
8) Resiko Reputasi, dan 
9) Resiko Syariah. 
b. Strategi Pengendalian Resiko 
Kerangka manajemen risiko Bank terdiri dari: 
1) Prinsip-prinsip Resiko 
2) Identifikasi Jenis-jenis Resiko 
3) Pemenuhan standar minimum untuk tiap jenis resiko 
4) Organisasi Pengendalian Resiko 
5) Kebijakan Pengendalian Resiko 
6) Prosedur Pengendalian Resiko 
Aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam mendukung 
penerapan manajemen risiko tersebut adalah organisasi, kebijakan dan 
prosedur. 
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D. TUGAS DAN FUNGSI DPS DI BPRS DANA AMANAH 
1. Tugas DPS di BPRS Dana Amanah 
Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga 
keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah 
yang telah difatwakan oleh DSN.6 
Tugas DPS BPRS Dana Amanah adalah mengawal fatwa DSN –
MUI untuk diterapkan langsung dalam BPRS tersebut, supaya 
pelaksanaan akad di BPRS Dana Amanah sesuai dengan prinsip syariah. 
Dalam pelaksanaan tugasnya DPS BPRS Dana Amanah membuat laporan 
hasil pengawasan baik produk penghimpunan maupun produk 
pembiayaan yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada OJK. Adapun 
laporan dilakukan dalam bentuk tertulis yaitu yang berkaitan dengan 
transaksi dan  produknya.  
Pada dasarnya DPS hanya mengawasi dan mengatur tentang 
produk-produk perbankan dan tidak mengatur tentang perilaku karyawan. 
Disebabkan tidak ada aturan dalam fatwa MUI terkait pengawasan DPS 
terhadap perilaku karyawan. Misalnya diharuskan memakai peci hitam 
untuk karyawan laki-laki dan diharuskan memakai rok untuk karyawan 
perempuan. Namun dalam praktiknya DPS tetap mengawasi hal tersebut, 
karena DPS ingin menciptakan lingkungan kerja yang sesuai syariah, 
                                                          
6
 Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan 
Pengawas Syariah Pada LKS. 
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tidak hanya pada produk dan transaksinya saja namun juga kepada 
perilaku karyawannya. Oleh karena itu DPS memberikan kajian-kajian 
dalam waktu satu minggu sekali setiap hari Jumat. Tujuannya agar para 
karyawan BPRS Dana Amanah mempunyai motivasi dalam bersyariah. 
Karena jika para karyawan BPRS Dana Amanah tidak mempunyai 
motivasi dalam bersyariah maka karyawan BPRS Dana Amanah dan DPS 
seolah-olah menjadi musuh. Berbeda jika dalam jiwa mereka ditanamkan 
motivasi dalam bersyariah maka mereka akan bertanya kesulitan-
kesulitan yang mereka alami terkait permasalahan syariah. Di BPRS Dana 
Amanah sendiri perlahan membuat aturan dengan dukungan dewan 
komisaris yaitu mengharuskan karyawan perempuannya untuk memakai 
rok, tidak diperbolehkan perempuan dan laki-laki berboncengan datang 
ke nasabah, setiap pagi membaca Al-quran dan melaksanakan sholat 
dhuha. Begitulah beberapa cara BPRS Dana Amanah mensyariahkan 
perilaku karyawannya. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh DPS diluar 
kewenanangan DPS. DPS melakukan hal tersebut karena DPS merupakan 
insan yang punya kewajiban sebagai pengemban dakwah.
7
 
2. Fungsi DPS di BPRS Dana Amanah 
a. memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan karyawan lainnya 
mengenai aspek syariah melalui kajian rutin yang dilakukan setiap 
                                                          
7
 Rial Fuadi, DPS BPRS Dana Amanah, Wawancara Pribadi, 25 April 2018, jam 10.36-11.40 
WIB. 
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hari Jumat. Yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dan pegawai 
BPRS Dana Amanah.  
b. selain memberikan nasihat dan saran ialah mengawasi produk-produk 
yang ada di BPRS Dana Amanah. Dalam mengawasi produk-
produknya DPS hanya diharuskan melakukan pengawasan melalui 
uji petik sampling lebih kurang sebanyak 3 contoh pembiayaan. 
Tetapi yang dilakukan DPS Dana Amanah tidak hanya 3 sampling 
tetapi semua diperiksa, walaupun yang dicantumkan dalam laporan 
hanya 3 sampling. Hal ini dilakukan dengan tujuan bukan hanya 
untuk asalan kerja tapi juga untuk membenahi. Karena jika hanya 3 
sampling, kemungkinan yang terjadi ialah pihak BPRS Dana 
Amanah memberikan sampling pembiayaannya yang lengkap 
sehingga semua produknya akan terlihat sudah benar. 
8
 
c. Fungsi DPS sebagai mediator di BPRS Dana Amanah yaitu 
memberikan opini syariah terhadap produk baru yang akan 
dikeluarkan BPRS Dana Amanah untuk dimintakan fatwa kepada 
DSN. Dalam hal ini BPRS Dana Amanah berencana mengeluarkan 2 
produk baru yaitu dana talangan umrah dan pembiayaan untuk 
sertifikasi guru. Adapun proses pembuatan produk baru tersebut 
sebagai berikut :
9
  
                                                          
8
  Rial Fuadi, DPS BPRS Dana Amanah, Wawancara … 
9
  Ibid. 
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a. pihak BPRS Dana Amanah membuat sop / draft yang berkaitan 
dengan produk yang akan di keluarkan,  
b. kemudian diberikan kepada DPS untuk dipelajari apakah produk 
yang akan dikeluarkan tersebut sudah sesuai dengan syariah atau 
belum. Jika belum sesuai dengan syariah, DPS akan 
mengarahkan atau memberi masukan agar produk tersebut sesuai 
dengan syariah, yang disebut opini syariah. 
c. Setelah opini syariah selesai dibuat, kemudian opini tersebut di 
lampirkan ketika akan dimintakan izin kepada OJK. 
   Oleh karena itu DPS harus paham mengenai produk-produk 
syariah, fatwa-fatwa DSN MUI dan hal-hal yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha di perbankan syariah. Hal-hal tersebut harus diketahui 
agar DPS dapat membuat opini syariah terhadap produk-produk yang 
akan dikeluarkan sesuai dengan syariah. 
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BAB IV 
ANALISIS  
A. TUGAS DAN FUNGSI DPS DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA 
DALAM TINJAUAN KEPUTUSAN DSN MUI NOMOR 3 TAHUN 2000 
Ada beberapa prosedur tertentu yang harus dipatuhi dalam hal 
pengangkatan atau penunjukan anggoa DPS. Prosedur tersebut sebagaimana 
yang telah dirumuskan secara internal oleh lembaga perbankan yang 
bersangkutan, haruslah mematuhi dengan regulasi yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia. Selama prosedur tersebut dibentuk dengan dasar-dasar yang 
sangat tergantung pada kebijakan internal dari bank yang bersangkutan, maka 
dewan direktur pada lembaga perbankan tersebut bertanggung jawab untuk 
mematuhi prosedur penunjukan atau pengangkatan anggota dari DPS dalam 
bank tersebut.
1
 
Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami 
pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan 
oleh lembaga keuangan syariah, atau telah merusak citra DSN.
2
 Dalam hal ini 
DPS di BPRS Dana Amanah telah menjabat sebagai DPS selama 10 tahun 
atau kurang lebih 3 (tiga) kali periode. Perpanjangan masa jabatan DPS 
tersebut diusulkan oleh pihak BPRS Dana Amanah. Begitu juga jika 
                                                          
1
 Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi…, hlm. 220. 
2
 Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan 
Pengawas Syariah Pada LKS bagian kedua.  
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memberhentikan DPS dapat diusulkan pihak BPRS Dana Amanah kepada 
DSN dengan disertai alasan yang jalas kenapa memberhentikan DPS.
3
  
Berdasarkan dari data-data hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS 
Dana Amanah sebagai lembaga keuangan syariah telah menempatkan DPS 
pada kedudukan yang penting sebagai pengawas yang memiliki peran penting 
yaitu untuk menjaga dan mengawasi agar BPRS Dana Amanah berada pada 
rel prinsip-prinsip syariah. Penempatan kedudukan DPS yang penting ini bisa 
dilihat BPRS Dana Amanah memiliki DPS sejak awal terbentuknya. 
Oleh karena pentingnya DPS dalam menjaga penegakan prinsip-
prinsip syariah, maka DPS BPRS Dana Amanah diberikan kewenangan untuk 
menegur jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
syariah. Contoh temuan DPS di BPRS Dana Amanah diantaranya dalam akad 
murabahah terdapat beberapa kekurangan untuk kelengkapan akad, 
diantaranya bukti pembelian barang / kwitansi; selalu menggunakan 
mura>bahah bi> wakalah meskipun bisa tanpa wakalah, banyak berkas yang 
belum di tanda tangani direktur, istilah piutang isti>shna diganti dengan jual 
beli isti>shna. Laporan hasil temuan tersebut di tandatangani oleh DPS, 
kemudian dilakukan risalah rapat Dewan Pengurus Syariah untuk membahas 
temuan-temuan yang dianggap belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Tugas DPS BPRS Dana Amanah adalah mengawal fatwa DSN –MUI 
untuk diterapkan langsung dalam BPRS tersebut, supaya pelaksanaan akad di 
                                                          
3
  Rial Fuadi, DPS BPRS Dana Amanah, Wawancara … 
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BPRS Dana Amanah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan 
tugasnya DPS BPRS Dana Amanah membuat laporan hasil pengawasan baik 
produk penghimpunan maupun produk pembiayaan yang dilaporkan setiap 6 
bulan sekali kepada OJK. Adapun laporan dilakukan dalam bentuk tertulis 
yaitu yang berkaitan dengan transaksi dan  produknya.
4
  
Fungsi DPS dalam perbankan syariah sangat berhubungan kuat 
dengan  manajemen resiko perbankan syariah, yaitu resiko reputasi, yang 
memungkinkan adanya dampak pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas. 
Pelanggaran  syariah complience yang dibiarkan DPS atau luput dari 
pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di 
mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat 
kepada bank syariah yang bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank 
syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi  DPS harus 
diperketat,  dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah 
tersebut.
5
 
Fungsi utama DPS berdasarkan keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 
2000 yaitu:
6
 
                                                          
4
 Ibid., 
5
 Dian Husna Pandayin, “Peran DPS terhadap Kegiatan pada Bank Syariah”, 
https://dianhusnapandayin.wordpress.com/2013/05/01/peran-dewan-pengawas-syariah-terhadap-
kegiatan-pada-bank-syariah/, (diakses tanggal 31 Juli 2018 pukul 08.11). 
6
  Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan 
Pengawas Syariah Pada LKS. 
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a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit 
usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal 
yang terkait dengan aspek syari'ah. 
b. sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN 
dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan 
jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan 
fatwa dari DSN. 
BPRS Dana Amanah dalam menjalankan kegiatan usaha tentunya 
tidak selalu benar terkait aspek-aspek syariah. Oleh karena itu fungsi DPS 
sangat dibutuhkan dalam memberi saran terhadap kegiatan usaha yang 
menyimpang dari aspek syariah. Dalam memberikan saran DPS BPRS Dana 
Amanah melakukan rapat dan melalui kajian yang dilakukan setiap seminggu 
sekali pada hari Jumat.  
DPS sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN. 
Dalam praktiknya DPS di BPRS Dana Amanah mengoreksi draft / SOP 
terhadap produk baru yang akan dikeularkan BPRS Dana Amanah, yang 
kemudian dilaporkan kepada DSN untuk ditindaklanjuti. 
Berdasarkan penjelasan diatas DPS BPRS Dana Amanah dalam 
menjalakan fungsinya sudah sesuai dengan keputusan DSN MUI Nomor 3 
Tahun 2000.  
Mengingat besarnya peran, tugas, dan fungsi DPS, maka tidak 
seharusnya pemilihan dalam menentukan DPS dilakukan secara mudah. Ada 
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syarat khusus yang selayaknya wajib dipenuhi agar seseorang bisa dipercaya 
sebagai DPS. Mengenai hal ini dalam keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 
2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas 
Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, telah menetapkan syarat menjadi 
anggota DPS yaitu:
7
 
a. Memiliki akhlaq karimah 
b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari’ah mu’amalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 
c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan 
syari’ah. 
d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari’ah yang dibuktikan 
dengan surat/sertifikat dari DSN. 
Dalam hal ini DPS di BPRS Dana Amanah sudah memiliki sertifikat 
yang didapat melalui pelatihan. Namun mulai tahun 2018 ini tepatnya pada 
tanggal 10 Agustus semua DPS harus mempunyai sertifikat dari lembaga 
resmi yaitu LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Sebelum ujian dilakukan DPS 
menyerahkan berkas sebagai syarat. Dengan adanya hal tersebut sertifikat 
yang lama / yang di dapat melalui pelatihan dibatakan dan semua DPS harus 
                                                          
7
 Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan 
Pengawas Syariah Pada LKS. 
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mempunyai sertifikat resmi dari LSP jika ingin tetap melanjutkan profesi 
sebagai DPS.
8
 
 
B. KESESUAIAN DPS DI BPRS DANA AMANAH DENGAN 
KEPUTUSAN DSN MUI NOMOR 3 TAHUN 2000 
N
O 
DPS DI BPRS DANA 
AMANAH 
KEPUTUSAN DSN MUI 
NOMOR 3 TAHUN 2000 
KETERANGAN 
1 DPS di BPRS Dana 
Amanah ada 2. 
Setiap Lembaga Keuangan 
Syariah harus memiliki DPS 
maksimal 3. 
Sesuai 
2 Menjabat sebagai DPS 
selama 10 tahun (3 
periode) dengan 
diusulkan oleh BPRS 
Dana Amanah. 
Masa tugas anggota DPS 
adalah 4 tahun dan akan 
mengalami pergantian 
apabila meninggal dunia, 
minta berhenti, diusulkan 
oleh lembaga keuangan 
syariah / merusak citra DSN 
Sesuai  
3 DPS memiliki surat/ 
sertifikat dari DSN 
melalui pelatihan.  
Memiliki kelayakan sebagai 
pengawas syariah yang 
dibuktikan dengan surat/ 
Sesuai  
 
 
                                                          
8
 Rial Fuadi, DPS BPRS Dana Amanah, Wawancara … 
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sertifikat dari DSN.  
4 Membuat laporan hasil 
pengawasan baik 
produk penghimpunan 
maupun produk 
pembiayaan yang 
dilaporkan setiap 6 
bulan sekali kepada 
OJK,  
Tugas utama DPS adalah 
mengawasi kegiatan usaha 
lembaga keuangan syari'ah 
agar sesuai dengan 
ketentuan dan prinsip 
syari'ah yang telah 
difatwakan oleh DSN 
Sesuai  
5 a. melakukan rapat dan 
melalui kajian yang 
dilakukan setiap 
seminggu sekali pada 
hari Jumat.  
b. mengoreksi draft / 
SOP terhadap produk 
baru yang akan 
dikeularkan BPRS 
Dana Amanah, yang 
kemudian dilaporkan 
kepada DSN untuk 
Fungsi utama DPS yaitu: 
a. sebagai penasehat dan 
pemberi saran kepada 
direksi, pimpinan unit 
usaha syari'ah dan 
pimpinan kantor cabang 
syari'ah mengenai hal-hal 
yang terkait dengan 
aspek syari'ah. 
b. sebagai mediator antara 
lembaga keuangan 
syari'ah dengan DSN 
Sesuai  
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ditindaklanjuti. 
 
dalam 
mengkomunikasikan usul 
dan saran pengembangan 
produk dan jasa dari 
lembaga keuangan 
syari'ah yang memerlukan 
kajian dan fatwa dari 
DSN. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Tugas dan 
Fungsi DPS di BPRS Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI 
Nomor  3 Tahun 2000, penulis dapat mengambil kesimpulan: 
1. Tugas dan Fungsi DPS di BPRS Dana Amanah 
a. Tugas DPS di BPRS Dana Amanah ialah membuat laporan 
yang dilaporkan kepada DSN, mengoreksi pembiayaan dan 
kelengkapan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah. 
b. Fungsi DPS di BPRS Dana Amanah: 
1) memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan 
karyawan lainnya mengenai aspek syariah melalui kajian 
rutin yang dilakukan setiap hari Jumat.  
2) mengawasi produk-produk yang ada di BPRS Dana 
Amanah. 
3) Fungsi DPS sebagai mediator di BPRS Dana Amanah 
yaitu memberikan opini syariah terhadap produk baru yang 
akan dikeluarkan BPRS Dana Amanah untuk dimintakan 
fatwa kepada DSN.  
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2. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Keputusan DSN MUI 
Nomor  Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan 
Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan 
Syariah, yang menyebutkan tugas DPS yaitu mengawasi kegiatan 
usaha lembaga keuangan syariah  agar sesuai dengan ketentuan 
dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan 
fungsi DPS yaitu sebagai penasehat dan sebagai mediator.  
 
B. SARAN  
1. Kepada DSN MUI agar meningkatkan perannya dalam menjaga dan 
mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dengan melakukan 
sosisalisasi intensif terhadap keputusan dan fatwa-fatwa yang telah 
dikeluarkan, baik kepada lembaga ekonomi syariah maupun pihak-pihak 
lain yang terkait sebagai stakeholder, agar secara sosiologis keputusan dan 
fatwa-fatwa tersebut dapat dipraktikkan dlaam pergaulan ekonomi sehari-
hari dan berlaku sebagai hukum kebiasaan (usage). Khusus mengenai 
masalah sertifikasi kelayakan sebagai syarat DPS, hendaknya DSN MUI 
sebagai satu-satunya lembaga Islam yang legal mengeluarkan fatwa atau 
keputusan yang berlaku untuk umat islam di Indonesia diharapkan 
tanggap dan proaktif menangkap kondisi ini dengan jalan mengatur dan 
menstandarkan anggota DPS.  
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2. Kepada Lembaga-lembaga Keuangan syariah pada umumnya dan BPRS 
Dana Amanah pada khususnya agar melakukan penguatan DPS dengan 
pengoptimalan fungsi pengawasan syariah dan memberikan pelatihan-
pelatihan atau beasiswa pendidikan kepada DPS-DPS nya untuk 
peningkatan kafaah fiqh ekonominya. Sehingga harapan yang tinggi dari 
umat Islam akan kehadiran BPRS Dana Amanah dapat disikapi sebagai 
sebuah kesadaran baru untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah 
serta agar kesadaran tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang 
menjual agama untuk kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
 
KEPUTUSAN DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA 
 No 03 Tahun 2000  
Tentang 
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN 
PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 
 
Menimbang : a. bahwa kehadiran dewan pengawas syari’ah pada lembaga 
keuangan syari’ah mutlak diperlukan, sebagai wakil DSN 
yang ditempatkan pada lembaga keuangan syari’ah. 
b. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan keputusan 
tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan 
pengawas syari’ah pada lembaga keuangan syari’ah. 
Mengingat : 1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama 
Indonesia Periode 1995-2000. 
2. SK. Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 
10 Pebruari 1999 tentangPembentukan Dewan Syari’ah 
Nasional. 
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Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 
hari Sabtu tanggal 1 April 2000. 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN ANGGOTA 
DEWAN PENGAWAS SYARI'AH PADA LEMBAGAKEUANGAN SYARI'AH 
MEMUTUSKAN 
 
Pertama : 
Pengertian Umum 
1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan 
syari’ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan 
Syari'ah Nasional (DSN). 
2. Lembaga keuangan syari'ah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di 
bidang keuangan yang didasarkan pada syari’ah atau hukum Islam, 
seperti perbankan, reksadana,takaful, dan sebagainya. 
Kedua : 
Keanggotaan DPS 
1. Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang 
anggota DPS. 
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. 
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3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami 
pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan 
oleh lembaga keuangan syari’ah, atau telah merusak citra DSN. 
Ketiga : 
Syarat Anggota DPS 
1. Memiliki akhlaq karimah 
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari’ah mu’amalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari’ah. 
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari’ah yang dibuktikan dengan 
surat/sertifikat dari DSN. 
Keempat : 
Tugas dan Fungsi DPS 
1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan 
syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah 
difatwakan oleh DSN. 
2. Fungsi utama DPS adalah: 
a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha 
syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang 
terkait dengan aspek syari'ah. 
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b. sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam 
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari 
lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 
Kelima : 
Prosedur Penetapan Anggota DPS 
1. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota 
DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon 
DPS. 
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN. 
3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN. 
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS. 
Keenam : 
Kewajiban Lembaga Keuangan Syari’ah terhadap DPS 
1. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan. 
2. Membantu kelancaran tugas DPS. 
Ketujuh : 
Kewajiban Anggota DPS 
1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN. 
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak 
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh 
DSN. 
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3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang 
diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu 
tahun. 
Kedelapan : 
Perangkapan Keanggotaan DPS 
1. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu 
perbankan syari'ah dan satu lembaga keuangan syari'ah lainnya. 
2. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, 
seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua 
perbankan syari'ah dan dua lembaga keuangan syari'ah lainnya. 
3. Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang 
bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas. 
Kesembilan : 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
.Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 26 Zulhijjah 1420 H / 01 April 2000 M. 
DEWAN SYARI’AH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua, Sekretaris,Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani 
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Lampiran 2 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Berapa lama menjadi DPS di BPRS Dana Amanah Surakarta? 
Jawab : 10 tahun 
2. Apa tugas dan fungsi DPS di BPRS Dana Amanah Surakarta? 
Jawab : tugas dan fungsi DPS sudah tercantum dalam dalam PBI dan 
keputusan DSN MUI. 
3. Bagaimana peran DPS terhadap produk baru? 
Jawab : DPS memberikan opini syariah terhadap produk baru yang akan 
dikeluarkan BPRS Dana Amanah untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. 
4. Apakah yang diawasi DPS hanya berkaitan tentang produk-produk syariah? 
Jawab : secara tertulis yang dilaporkan hanya produk dan sistem perbankan 
syariah. Namun yang dilakukan DPS  ialah agar BPRS Dana Amanah benar-
benar bersyariah. Sebagai contoh dilakukannya kajian setiap seminggu sekali, 
berpakaian rapi, sopan dan menutup aurat, tidak boleh berbicara kotor dan 
lain-lain.  
5. Apakah ada surat atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh DSN? 
Jawab : ada surat sertifikasi yang didapat melalui pelatihan menjadi DPS 
6. Apakah ada penilaian dari DSN terkait pekerjaan DPS? 
Jawab : tidak ada 
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7. Melakukan pengawasan secara aktif dan pasif?  
Jawab : Secara aktif maksudnya DPS mencari dan mengoreksi berkas 
terhadap produk-produk BPRS Dana Amanah. Sedangkan secara pasif 
maksudnya pihak BPRS yang aktif dalam berkonsultasi kepada DPS.  
8. Kendala apa yang dihadapi selama menjabat sebagai DPS? 
Jawab : tidak banyak kendala. 
 
Lampiran 3 
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